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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah 

SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat 

besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. 

Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam 

ibadah yang amat digembirakan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah 

SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ 

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم٩٢ٌ 

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 
apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran : 
92)1

Sebagai lembaga, wakaf dapat digunakan sebagai salah satu pilar dan 

sarana untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dalam rangka 

menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Sebagai proses, 

perwakafan dapat dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat umat 

Islam dan menjadikan lembaga wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial 

dan ekonomi umat Islam.

1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1986), 91.
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Eksistensi wakaf dalam instrumen kehidupan Islam bisa dibilang khas 

dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama 

pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban 

mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola 

wakaf/nazir harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat 

didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan 

(mauqūf). 

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat 

ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok 

kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bias 

dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk 

kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf 

terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan 

mengalir abadi, atau biasa disebut şadaqah jariyah.

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah 

memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan 

pengembangan negara-negara Islam, khususnya negara-negara Timur Tengah. 

Wakaf merupakan şadaqah jariyah yang selalu mengalir manfaat dan 

pahalanya. Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan tibanya 

Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah peristiwa hijrah yang merupakan 

tonggak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Berdirinya Masjid Quba’ 

menandai peristiwa wakaf pertama dalam Islam. Rasulullah sendiri membeli 
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tanah dari seorang anak yatim dari Bani Najjar di Madinah yang kemudian 

mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun Masjid Nabawi di atasnya.2

Praktek perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh orang-

orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini 

wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti 

Demak, Pasai dan sebagainya.3

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu 

konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok 

tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada 

umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, 

mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam.

Selama ini pemanfataan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya 

untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya 

kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila 

peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan 

wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat 

yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara 

optimal.

Wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan 

menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini bisa 

dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam 

2 Bey Sapta Utama, Aspek Menejemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif. 
http://bwi.or.id/

3 Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia (Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 
2006), 2.
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dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Dan satu 

kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya 

Undang-Undang Perwakafan yaitu UU no.41 tahun 2004.4

Sebagai salah satu dari syariah Islam, wakaf diartikan sebagai 

penahanan hak milik atas materi benda, yang bertujuan menyedekahkan 

manfaatnya atau faedahnya, sedangkan menurut pendapat para ahli fikih, Abu 

Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan 

menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang 

diinginkan untuk bertujuan kebajikan. Menurut Abu Hanifah, wakaf masih 

tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain, 

wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat 

suatu harta yang dimiliki (walau pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan 

kepada orang yang berhak dengan satu atau jangka waktu tertentu sesuai 

dengan keinginan wakif, menurut Imam Syafi’iyah, wakaf adalah menahan 

harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara 

memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan 

kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Imam Ahmad Ibn 

Hanbal mengartikan wakaf sebagai menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.5

Dalam perwakafan di Indonesia sekarang ini dapat diketahui bahwa 

kasus penarikan kembali harta wakaf ini bukan hal yang pertama, seperti 

4Tri Wahyu Hidayati, Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan 
Perbankan Muqtasid. (Salatiga: Prodi Perbankan Syariah STAIN, 2010), 125.

5 http://Andianas.blogspot.com/2012/01/Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-Para-Ulama.html, 
akses 20 Januari 2016.
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halnya pada tahun 2010 lalu, yang banyak diketahui oleh orang dari media 

masa maupun media cetak, kasus mbah priyok, yang mana ahli warisnya ingin 

menarik kembali harta yang sudah diwakafkan oleh si wakif, karena diketahui 

masih ada orang yang lebih berhak mendapatkan tanah itu, yaitu ahli warisnya. 

Akhir-akhir ini kasus penarikan kembali harta wakaf terjadi di daerah-daerah. 

Seperti di daerah indramayu seorang wakif menarik kembali harta yang 

diwakafkannya karena wakif baru mengetahui bahwa harta yang 

diwakafkannya itu memiliki potensi kandungan minyak yang sangat besar. Dan 

masih banyak kasus lain tentang penarikan harta wakaf. 

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering 

kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa 

menghiraukan ikrar wakaf, atau amanat wakif pada mulanya, bahwa benda 

yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang 

diamanatkan oleh si wakif.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti 

lebih lanjut mengenai penarikan kembali harta wakaf dengan judul 

“PENARIKAN HARTA WAKAF MENURUT PENDAPAT EMPAT 

MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF

B. Fokus Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan 

beberapa masalah yang perlu dikaji, antara lain:
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1. Bagaimana pendapat empat Madzhab tentang hukum penarikan harta 

wakaf?

2. Bagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dalam hal penarikan harta wakaf?

3. Bagaimana komparasi penarikan harta wakaf menurut empat madzhab dan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hukum penarikan harta wakaf perspektif 

empat madzhab.

2. Untuk mengetahui bagaimana penjelasan penarikan harta wakaf menurut 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Untuk mengetahui komparasi penarikan harta wakaf menurut empat 

madzhab dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan, baik secara 

teoritis dan praktis maupun akademis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual 

dan pengetahuan tentang hukum penarikan harta wakaf.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi IAIN Tulungagung dan adik adik angkatan.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan 

akademik dan menyelesaikan tugas akhir program magister (S2) jurusan 

Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

E. Penegasan Istilah 

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang 

topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah 

yang terdapat dalam judul tesis ini, diantaranya:

1. Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf  yang berarti  radiah 

(terkembalikan), al-tahbis (tertahan) , al-tasbil (tertawan) dan al-man’u 

(mencegah).6

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu 

hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga 

wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan 

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai 

dengan syari’at Islam.7

2. Harta Wakaf

6 Muhammad al-Syarbini al-Khatib, Al-‘Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza, (Dar al-Ihya al-
Kutub: Indonesia, t.t), 319.

7 M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet. I, 
(Jakarta: Kencana, 2005),  425.
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Harta wakaf merupakan Objek wakaf yang dapat diwakafkan 

merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki 

secara tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah, atau 

hak milik atas rumah susun. Sementara untuk objek wakaf benda bergerak 

dapat dengan bentuk uang.8

F. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai wakaf ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai wakaf. Dari 

beberapa literatur yang sudah ada, penyusun belum menemukan literatur yang 

membahas khususnya tentang hukum penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. 

Meski ada penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai wakaf diantaranya:

Tesis yang disusun oleh Doddy Afandi Firdaus “Pemanfaatan Wakaf 

Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa Bandung” 

yang mana didalam tesis ini hanya membahas pemanfaatan wakaf tunai dan 

seleksi penerima manfaat wakaf tunai.

Dedi Sukardi dan Abdul Ghofur Anshori “Keabsahan Perwakafan dan 

Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Uang/tunai Majelis Ulama Indonesia 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” tesis ini menjelaskan untuk mengetahui 

keabsahan perwakafan uang yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY serta untuk 

mengetahui pengelolaan perwakafan uang yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY 

apabila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf, diakses pada tanggal 23 Januari 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_susun
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf
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Abdullah Gofar “Peran Nadzir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: 

Studi kaSus di Kotamadya Palembang” sebagaimana penelitiannya dia mengulas 

bagaimana peran Nadzir dalam pendayagunaan wakaf.

Evirosita “Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir 

(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)” tesis ini mengulas 

tanah wakaf yang dikuasai oleh nadzir secara sepihak ditinjau dari segi yuridis.

Setelah melihat dari beberapa penelitian tentang wakaf yang sudah ada, 

penyusun belum menemukan tesis ataupun disertasi tentang penarikan kembali 

harta wakaf menurut empat madzhab dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

Baik perbedaan judul maupun obyek penelitian, Penulis menjamin keaslian 

penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian baru.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang 

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.9 Berdasar hal tersebut terdapat empat 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.10 

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut 

dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

9 Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

2.
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang 

diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-

makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum 

penarikan kembali harta wakaf, khususnya pemikiran empat imam madzhab 

diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali, 

dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf ialah Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta literatur-literatur lain 

yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan mendapatkan data yang 

tepat dan jelas untuk menulis karya ilmiah ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptip-analitik,11 

yaitu menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam empat 

madzhab dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis agar diperoleh 

satu titik terang tentang pandangan para imam empat madzhab dan undang-

undang perwakafan tentang hukum penarikan kembali harta wakaf.

2. Sumber Data

Teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara 

membaca buku-buku, menelusuri literatur-literatur, majalah, artikel yang 

menyangkut hukum penarikan kembali harta wakaf. Khususnya dilihat dari 

pendapat empat madzhab. Selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu: 

11 Mardalis, Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 
2010), 26.
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a. Data primer: yaitu data-data yang merupakan data dari berbagai tokoh, 

terutama tokoh yang menjadi objek kajian penelitian ini yang berupa 

kitab-kitab, buku-buku, dan lain sebagainya yang khusus membahas 

topik permasalahan ini, seperti berkisar pada pembahasan pendapat pada 

masing-masing madzhab, diantara buku-bukunya adalah: fath al-Qodir, 

al-Umm, al-Syarh al-Shaghir, al-Iqna’ dan Undang-undang nomor 41 

tahun 2004 tentang wakaf.

b. Data Skunder: data yang relevan dengan kajian yang dibahas, diantaranya: 

Al-‘Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza,  Fiqih Empat Madzhab karangan Syaikh 

al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, dan buku yang lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.12 

Sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arikunto Suharsimi adalah 

“subjek dimana diperolehnya”.13 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan penelitian penelitian kepustakaan (library Research) maka dari 

itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer serta 

buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang 

sedang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung 

membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dan 

12 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 80
13 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakartra: Reineka 

Cita, 2002), 172.
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di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan terkait 

pembahasan masalah.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan metode:

a. Induktif,14 yaitu merelevansikan pendapat para imam madzhab dari 

berbagai sumber kemudian disimpulkan secara umum pemikirannya 

tentang wakaf.

b. Comparatif Analysis, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai 

dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang 

prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional 

kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil 

salah satu pendapat yang paling kuat.15

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis dan pembahasannya ini lebih terarah, maka disini 

perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-

masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika pembahasannya 

sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

focus masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah, Penelitian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

14 Neong Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Rakesalasin, 
1996), 6.

15 Arikunto, Prosedur Penelitian.., 216.
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Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang berkaitan dengan harta 

wakaf, teori umum tentang wakaf, yang meliputi pengertian wakaf, sejarah 

wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf 

serta manfaat wakaf.

Bab ketiga, menjelaskan pendapat para imam madzhab tentang hokum 

penarikan kembali harta wakaf yang meliputi, riwayat hidup para imam 

madzhab dan karyanya, teori tentang wakaf, metode istinbat yang 

digunakannya dan pendapat para imam madzhab tentang penarikan kembali 

harta wakaf.

Bab keempat, merupakan penjelasan umum undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf, teori tentang wakaf, meliputi pengertian, syarat, 

dan lain sebagainya. Serta penjelasan tentang penarikan harta wakaf.

Bab kelima, menjelaskan komparasi mengenai penjelasan penarikan 

harta wakaf antara pendapat empat madzhab dan undang-undang nomor 41 

tahun 2004 tentang wakaf.

Bab keenam, penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari 

hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan.


